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RINGKASAN 

TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN 
KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN 
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG 

JABATAN NOTARIS 

oleh: 

Siti Maimunah Syaputri, S.H.1 Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H, 
M.Kn.2 

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman 

Email : syaputriputri537@gmail.com 

Jabatan Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat dalam perbuatan hukum, sehingga 
kedudukan Notaris menjadi semakin penting. Dalam menjalankan tugas, fugsi dan 
perannya, Notaris memiliki hak atas honorarium. Artinya orang yang telah menggunakan 
jasa Notaris wajib membayar honorarium, meskipun demikian Notaris berkewajiban pula 
untuk membantu secara cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu memberikan 
honorarium kepada Notaris. Notaris berhak menentukan nilai ekonomis sendiri 
berdasarkan pertimbangannya asalkan tidak melebihi ketentuan maksimal yang diatur 
dalam UUJN. Notaris sebagai pejabat umum tidak mendapatkan honorarium dari negara 
namun mendapatkan honorarium dari masyarakat atas pelayanan jasa hukum yang 
diberikannya. Penggunaan pelayanan jasa hukum notaris oleh masyarakat yang mampu, 
dapat dilakukan dengan memberikan honorarium kepada notaris, sedangkan masyarakat 
yang tidak mampu tidak dapat memberikan honorarium kepada notaris. Perbedaan 
perekonomian tersebut berdampak pada penggunaan pelayanan jasa hukum notaris. Notaris 
tidak boleh menolak klien yang datang membutuhkan pelayanan jasa hukum di bidang 
kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, notaris wajib memberikan jasa hukum 
di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan 
pasal tersebut menunjukan bahwa orang yang tidak mampu dapat mendapatkan pelayanan 
jasa hukum notaris secara cuma-cuma.  

Penelitian ini meneliti mengenai pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu; dan meneliti mengenai sanksi terhadap 
notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan 
atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Sifat 
penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu bertujuan mendapatkan jalan keluar 
untuk memecahkan masalah-masalah yang diteliti sehingga memberikan 
kesimpulan serta saran pada akhir penelitian ini. Tipe penelitian ini adalah doktrinal 
research, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap bahan 

                                                             
1 2220216320063 
2 Pembimbing 



viii 
 

hukum yang dihimpun. Adapun bahan hukum yang digunakan, diantaranya: bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
memberikan kewajiban kepada notaris untuk memberikan bantuan hukum kepada 
masyarakat yang tidak mampu dan disertai dengan ancaman sanksi jika notaris 
menolak untuk memberikan bantuan hukum kenotariatan kepada masyarakat tidak 
mampu. Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode 
Etik Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai 
kualifikasi seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat 
yang tidak mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus 
diberikan oleh notaris. Adapun sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani 
masyarakat yang tidak mampu, diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana sanksi tersebut berupa: 
peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian 
dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode 
Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri 
dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan 
Perkumpulan; pemberhentidan dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau 
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.  
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TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN 
KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU BERDASARKAN 
PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG 

JABATAN NOTARIS 

oleh: 

Siti Maimunah Syaputri, S.H.3 Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H, M.Kn.4 

Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman 

ABSTRAK 
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Notaris 

Notaris mendapatkan honorarium atas pelayanan yang diberikannya. Namun dalam 
melayani masyarakat yang tidak mampu, notaris tidak akan metuntut honorarium 
sebagaimana biasanya. Notaris tidak boleh menolak klien yang membutuhkan 
pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUJN, 
dimana notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-
cuma kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaturan tanggung jawab notaris untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat tidak mampu; dan untuk mengentahui sanksi terhadap notaris yang 
tidak mau melayani masyarakat yang tidak mampu. Metode penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, Pasal 37 UUJN mewajibkan notaris 
untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan disertai 
dengan ancaman sanksi jika notaris menolak memberikan bantuan hukum tersebut. 
Tanggungjawab notaris ini diulang dalam ketentuan Pasal 3 angka 7 Kode Etik 
Notaris Indonesia. Namun belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi 
seseorang dapat dinyatakan termasuk ke dalam golongan masyarakat yang tidak 
mampu, dan sejauh mana bantuan hukum kenotariatan tersebut harus diberikan oleh 
notaris. Kedua, Sanksi terhadap Notaris yang tidak mau melayani masyarakat yang 
tidak mampu, diatur Pasal 37 ayat (2) UUJN, dimana sanksi tersebut berupa: 
peringatan lisan; peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian 
dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian dalam Kode 
Etik Notaris Indonesia juga mengatur sanksi dalam Pasal 6 angka 1, yang terdiri 
dari: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan 
Perkumpulan; pemberhentidan dengan hormat dari anggota Perkumpulan; atau 
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 
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NOTARY'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE SERVICES TO UNLIKE 
PEOPLE BASED ON ARTICLE 37 LAW NUMBER 2 OF 2014 

CONCERNING THE POSITION OF NOTARY 

By: 

Siti Maimunah Syaputri, S.H.5 Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H,  

M.Kn.6 

Lambung Mangkurat University, Notary Studies, 109 pages 

ABSTRACT 

Keywords: Legal Aid, Underprivileged Communities, Notary Responsibilities 

Notaries receive an honorarium for the services they provide. However, in serving 
people who cannot afford it, notaries will not demand an honorarium as usual. 
Notaries may not refuse clients who need legal services in the notarial field based 
on Article 37 paragraph (1) UUJN, where notaries are obliged to provide legal 
services in the notarial field free of charge to people who cannot afford it. This 
research aims to determine the regulation of notaries' responsibilities to provide 
services to underprivileged people; and to find out the sanctions against notaries 
who do not want to serve people who cannot afford it. This research method uses a 
normative research type, with a statutory approach and a conceptual approach. 

The results of this research show: First, the regulation of Notaries' responsibilities 
to provide services to people who cannot afford it is regulated by Article 37 
paragraph (1) UUJN, as well as in Article 3 point 7 of the Indonesian Notary Code 
of Ethics. However, there are no further provisions regarding the qualifications of 
a person to be declared an indigent person, as well as the extent to which notarial 
legal assistance must be provided by a notary. Second, sanctions against Notaries 
who do not want to serve people who cannot afford it, are regulated by Article 37 
paragraph (2) UUJN, where the sanctions are in the form of: verbal warning; 
written warning; temporary dismissal; honorable discharge; or dishonorable 
discharge. Then the Indonesian Notary Code of Ethics also regulates sanctions in 
Article 6 point 1, which consists of: warning; warning; temporary suspension from 
membership of the Association; honorable dismissal from members of the 
Association; or dishonorable dismissal from membership of the Association. 
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